
Belanja Modal JIJ – Bayi Lahir di Jalan Meninggal, Pemkab Tator 
Desak Pemprov Sulsel Benahi Akses, Ini Catatan Badan Pemeriksa 

Keuangan

Sumber gambar:
https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7336361/bayi-lahir-di-jalan-meninggal-

pemkab-tator-desak-pemprov-sulsel-benahi-akses
 

Pemkab  Tana  Toraja  (Tator),  Sulawesi  Selatan  (Sulsel)  mendesak 

Pemprov Sulsel agar segera memperbaiki jalan rusak di Kecamatan Simbuang 

usai seorang ibu hamil bernama Maru' (30) melahirkan di pinggir jalan. Akses 

jalan yang buruk membuat Maru' terpaksa dibonceng menggunakan motor ke 

RS hingga bayinya meninggal saat persalinan di jalan.

"Saya  sudah  baca,  dan  kejadian  ibu  hamil  melahirkan  di  jalan  itu 

benar," kata Sekda Tana Toraja Rudhy Andi Lolo kepada detikSulsel, Minggu 

(12/5/2024).

Rudhy  mengatakan,  kondisi  jalan  di  beberapa  titik  di  Kecamatan 

Simbuang  memang  masih  rusak.  Kata  dia,  kondisi  itu  menjadi  kendala 
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masyarakat saat membutuhkan penanganan kesehatan lebih lanjut di  Kota 

Makale.

"Kalau tenaga kesehatan di sana sudah ada, ada dokter maupun bidan 

standby. Cuma memang akses jalan itu menjadi kendala saat ada warga yang 

mau di rujuk ke RSUD," ungkapnya.

Dia mengutarakan, status jalan yang berada di Kecamatan Simbuang 

merupakan  kewenangan  Pemprov  Sulsel,  dikarenakan  jalan  tersebut 

merupakan  jalan  antar  provinsi.  Rudhy  menegaskan  sudah  melaporkan 

kejadian itu ke Pemprov Sulsel agar ruas jalan tersebut segera diperbaiki.

"Atas  kejadian  ini  kita  sudah  sampaikan  ke  Pemprov  Sulsel  untuk 

dimintai kejelasannya soal perbaikan jalan. Karena memang poros ini adalah 

poros provinsi, ada sebagian sudah dikerjakan oleh Pemda, tapi kita juga tidak 

sanggup untuk semuanya," ucapnya.

Rudhy menambahkan,  pada tahun 2023 lalu Pemprov Sulsel  sempat 

menganggarkan  perbaikan  jalan  di  Kecamatan  Simbuang-Mappak.  Namun 

perbaikan  jalan  itu  tidak  berlanjut  dikarenakan  Pemprov  kekurangan 

anggaran.

"Memang untuk anggaran tahun lalu ada perbaikan jalan di Simbuang, 

tapi karena keterbatasan dana Pemprov jadi sementara tidak dilanjutkan. Ada 

banyak titik yang rusak di sana, itu kewenangan Pemprov sampai ke bawah," 

ujarnya.

Sementara itu, salah seorang warga Simbuang, Demianus mengatakan, 

perbaikan jalan Kecamatan Simbuang di tahun 2023 yang dilakukan Pemprov 

Sulsel senilai Rp 14,2 miliar. Namun pekerjaan jalan itu mangkrak hingga kini.

"Iya, 2023 kemarin ada anggaran keluar Rp 14,2 miliar pembangunan 

jalan Simbuang-Mappak, tapi belum satu tahun pengerjaan itu putus kontrak, 
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sehingga mangkrak sampai sekarang. Kita sudah sering sampaikan kondisi ini 

ke pemerintah tapi tidak tindakannya," tandasnya.

Sebelumnya  diberitakan,  ibu  hamil  bernama  Maru'  terpaksa 

melahirkan  di  pinggir  jalan  usai  dibonceng  menggunakan  motor  dengan 

menempuh  akses  jalan  rusak  di  Kecamatan  Simbuang  pada  Sabtu  (11/5). 

Nahas saat proses persalinan di pinggir jalan itu, bayi Maru' meninggal dunia 

sebelum tiba di rumah sakit.

Demianus menceritakan, Maru' saat itu harus dirujuk ke rumah sakit 

Makale  dikarenakan  tidak  bisa  melahirkan  secara  normal  di  Puskesmas 

Lakke', Simbuang. Proses pengantaran menuju Kota Makale memakan waktu 

hingga 1,5 jam. Namun, dalam perjalanan itu Maru' tidak bisa lagi menahan 

untuk melahirkan, sehingga pihak keluarga dan perawat memutuskan untuk 

melakukan persalinan di pinggir jalan.

"Bayinya  meninggal  dunia,  kalau  ibunya  selamat.  Keluarga  tidak 

melanjutkan  perjalanan,  langsung  kembali  ke  Puskesmas  karena  ibunya 

butuh perawatan cepat setelah melahirkan di pinggir jalan," kata Demianus 

kepada detikSulsel, Minggu (12/5).

Sumber Berita:

1. https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7336361/bayi-lahir-di-jalan-  
meninggal-pemkab-tator-desak-pemprov-sulsel-benahi-akses   12 Mei 
2024.

2. https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7336273/bayi-di-tator-wafat-usai-  
ibu-melahirkan-di-jalan-keluarga-soroti-akses-rusak 12 Mei 2024

Catatan Berita:

1. Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  Tentang  Pengelolaan 
Keuangan Daerah Pasal 65 huruf b. yang menyatakan Belanja modal 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56  ayat  (2) meliputi:
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d.  belanja   jalan,    irigasi,    dan  jaringan,    digunakan    untuk 
menganggarkan  jalan,    irigasi,    dan  jaringan    mencakup jalan, 
irigasi,  dan jaringan  yang dibangun  oleh  Pemerintah Daerah  serta 
dimiliki  dan/atau   dikuasai   oleh   Pemerintah  Daerah  dan  dalam 
kondisi siap  dipakai.

2. Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  Tentang  Pengelolaan 
Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:
a. Setiap pengeluaran  harus  didukung  bukti  yang  lengkap dan  sah 

mengenai hak  yang diperoleh oleh   pihak  yang menagih.
b. Pengeluaran  kas  yang  mengakibatkan  Beban   APBD   tidak  dapat 

dilakukan sebelum rancangan Perda  tentang  APBD ditetapkan dan 
diundangkan dalam lembaran daerah.

c. Pengeluaran  kas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat   (2) tidak 
termasuk   pengeluaran   keadaan   darurat    dan/atau  keperluan 
mendesak  sesuai  dengan   ketentuan   peraturan  perundang-
undangan.

3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
Hal 21 yang menyatakan:
a. PPKD  selaku  BUD  mengusulkan  bendahara  pengeluaran  kepada 

kepala daerah.
b. Kepala   daerah   menetapkan   Bendahara   Pengeluaran   untuk 

melaksanakan  tugas  kebendaharaan  dalam  rangka  pelaksanaan 
anggaran  belanja  dan/atau  pengeluaran  pembiayaan  pada  SKPD 
dan SKPKD.

c. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:
1) mengajukan  permintaan  pembayaran  menggunakan  SPP  UP, 

SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
3) melaksanakan   pembayaran   dari   UP,   GU,   dan   TU   yang 

dikelolanya;
4) menolak  perintah  bayar  dari  PA  yang  tidak  sesuai  dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan;
5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
6) membuat  laporan  pertanggungjawaban  secara  administratif 

kepada PA    dan    laporan    pertanggungjawaban    secara 
fungsional kepada BUD secara periodik; dan
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7) memungut  dan  menyetorkan  pajak  sesuai  dengan  ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

d. Selain     tugas     dan     wewenang,     Bendahara     Pengeluaran 
melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:
1) melakukan  rekonsiliasi  dengan  pihak  Bank  yang  ditetapkan 

Kepala Daerah;
2) memeriksa kas secara periodik;
3) menerima  dokumen  bukti  transaksi  secara  elektronik  atau 

dokumen fisik dari bank;
4) menerima  dan  menyetorkan  atas  pengembalian  belanja  atas 

koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
5) menyiapkan dokumen surat  tanda  setoran atas  pengembalian 

belanja  akibat  koreksi  atau  hasil  pemeriksaan  internal  dan 
eksternal; dan

6) pelaksanaan  anggaran  pengeluaran  pembiayaan  pada  SKPD 
yang melaksanakan fungsi BUD.

e. Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, kepala 
daerah  atas  usul  PPKD  menetapkan  Bendahara  Pengeluaran 
Pembantu.

f. Penetapan  Bendahara  pengeluaran  pembantu  didasarkan  atas 
pertimbangan:
1)    besaran anggaran;
2)   rentang kendali dan/atau lokasi; dan

g. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang 
meliputi:
1)     mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU 

dan SPP LS;
2)     menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari  Bendahara 

Pengeluaran;
3)    menerima dan menyimpan TU dari BUD;
4) melaksanakan pembayaran atas  pelimpahan UP dan TU yang 

dikelolanya;
5) menolak  perintah  bayar  dari  KPA  yang  tidak  sesuai  dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan;
6)    meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
7) memungut  dan  menyetorkan  pajak  sesuai  dengan  ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan
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8) membuat  laporan  pertanggungjawaban  secara  administratif 
Kepada KPA   dan   laporan   pertanggungjawaban   secara 
fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

h. Selain  tugas  dan  wewenang  Bendahara  Pengeluaran  pembantu 
memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:
1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh 

Kepala Daerah;
2)    memeriksa kas secara periodik; 
3) menerima  dokumen  bukti  transaksi  secara  elektronik  atau 

dokumen fisik dari bank;
4) menerima  dan  menyetorkan  atas  pengembalian  belanja  atas 

koreksi  atau  hasil  pemeriksaan  internal  dan  eksternal  pada 
tahun berjalan; dan

5)    menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian 
belanja  akibat  koreksi  atau  hasil  pemeriksaan  internal  dan 
eksternal pada tahun berjalan.

i. Dalam hal  terdapat  pembentukan unit  organisasi  bersifat  khusus 
sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  kepala 
daerah menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus.

j. Bendahara  unit  organisasi  bersifat  khusus  memiliki  tugas  dan 
wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran.

k. Bendahara     Pengeluaran     Pembantu     secara     administratif 
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.

l. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan 
bertanggung jawab secara administratif dan fungsional. 

m. Bendahara  Pengeluaran  bertanggung  jawab  secara  administratif 
dengan membuat     laporan     pertanggungjawaban     secara 
administratif atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada 
PA.

n. Bendahara  Pengeluaran  pembantu bertanggung  jawab  secara 
administratif  dengan  membuat  laporan  pertanggungjawaban 
secara  administratif  atas  pengeluaran  pada  unit  SKPD  dan 
disampaikan kepada KPA.

o. Bendahara  Pengeluaran  bertanggung  jawab  secara  fungsional 
dengan membuat  laporan pertanggungjawaban secara fungsional 
atas  pengeluaran  pada  SKPD  dan  disampaikan  kepada  PPKD 
selaku BUD.
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p. Bendahara  Pengeluaran  pembantu  bertanggung  jawab  secara 
fungsional  dengan membuat  laporan pertanggungjawaban secara 
fungsional  atas  pengeluaran  pada  unit  SKPD  dan  disampaikan 
kepada Bendahara Pengeluaran.

q. Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan 
pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk 
meningkatkan  efektivitas  pengelolaan  belanja  dan/atau 
pengeluaran pembiayaan.

r. Pegawai   yang   bertugas   membantu   Bendahara   Pengeluaran 
melaksanakan  tugas   dan  wewenang  sesuai   dengan  lingkup 
penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.

s. Pegawai  yang  membantu  Bendahara  Pengeluaran  bertanggung 
jawab kepada Bendahara Pengeluaran.

t. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:
1) melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan 

penjualan jasa;
2)   bertindak sebagai  penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau 
penjualan jasa;
3) menyimpan  uang  pada  suatu  bank  atau  lembaga  keuangan 

lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak 
langsung; dan

4) larangan   berlaku   juga   terhadap   Bendahara   Penerimaan 
Pembantu,  Bendahara  Pengeluaran  Pembantu  dan  Bendahara 
Khusus.

u. Larangan  bagi  Bendahara  Penerimaan,  Bendahara  Penerimaan 
Pembantu,  Bendahara  Pengeluaran  dan  Bendahara  Pengeluaran 
Pembantu  dilakukan  terhadap  kegiatan,  sub  kegiatan,  tindakan, 
dan/atau aktivitas   lainnya   yang   berkaitan   langsung   dengan 
pelaksanaan APBD.

4. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
Hal 26 yang menyatakan:
a. Pengeluaran  Daerah  yang  dianggarkan  dalam  APBD  merupakan 

rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya 
dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.

b.  Setiap  Pengeluaran  Daerah  harus  memiliki  dasar  hukum  yang 
melandasinya.
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c. Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan 
secara bruto dalam APBD.

5. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
Hal 50 yang menyatakan:
3.    Ketentuan Terkait Belanja Modal Mengacu pada Pasal 64 Peraturan 
Pemerintah   
       Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait  Belanja Modal diatur 
sebagai berikut:
a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang 

dilakukan dalam rangka pengadaan aset  tetap dan aset  lainnya. 
Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 
2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan 
3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu: 

1) berwujud; 
2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal; 
3) tidak   dimaksudkan   untuk   dijual   dalam   operasi   normal 

entitas; dan
4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset 
tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal 
kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.

c. Aset  tetap  dianggarkan  belanja  modal  sebesar  harga  perolehan. 
Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah 
seluruh  belanja  yang  terkait  dengan pengadaan/pembangunan 
aset sampai aset siap digunakan.

d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: 
1) Belanja  Tanah,  digunakan  untuk  menganggarkan  tanah  yang 

diperoleh  dengan  maksud  untuk  dipakai  dalam  kegiatan 
operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai

2) Belanja     Peralatan     dan     Mesin,     digunakan     untuk 
menganggarkan  peralatan  dan  mesin  mencakup  mesin  dan 
kendaraan  bermotor,  alat  elektronik,  inventaris  kantor,  dan 
peralatan  lainnya  yang  nilainya  signifikan  dan  masa 
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manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi 
siap pakai.

3) Belanja    Gedung    dan    Bangunan,    digunakan    untuk 
menganggarkan  gedung  dan  bangunan  mencakup  seluruh 
gedung  dan  bangunan  yang  diperoleh  dengan  maksud  untuk 
dipakai  dalam  kegiatan  operasional  Pemerintah  Daerah  dan 
dalam kondisi siap dipakai.

4) Belanja   Jalan,   Irigasi   dan   Jaringan,   digunakan  untuk 
menganggarkan  jalan,  irigasi,  dan  jaringan  mencakup  jalan, 
irigasi,  dan  jaringan  yang  dibangun  oleh  Pemerintah  Daerah 
serta  dimiliki  dan/atau  dikuasai  oleh  Pemerintah  Daerah  dan 
dalam kondisi siap dipakai.

5) Belanja Aset Tetap Lainnya,  digunakan untuk menganggarkan 
aset  tetap  lainnya  mencakup  aset  tetap  yang  tidak  dapat 
dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap,  yang diperoleh 
dan  dimanfaatkan  untuk   kegiatan   operasional  Pemerintah 
Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

6) Belanja  Aset  Lainnya,  digunakan  untuk  menganggarkan  asset 
tetap  yang  tidak  digunakan  untuk  keperluan  operasional 
Pemerintah  Daerah,  tidak  memenuhi  definisi  aset  tetap,  dan 
harus  disajikan  di  pos  aset  lainnya  sesuai  dengan  nilai 
tercatatnya.

e. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset 
tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan 
di  pos aset  lainnya sesuai  dengan nilai  tercatatnya.  Aset  lainnya 
berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
1) dapat diidentifikasi; 
2) tidak mempunyai wujud fisik;
3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa 

atau  digunakan  untuk  tujuan  lainnya  termasuk  hak  atas 
kekayaan intelektual;

4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan 
5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.
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